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  ABSTRAK  - Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi kelembagaan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional, perlu mengganti Peraturan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Logo Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

  - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 

39/2008 sebagaimana telah diubah UU No.61/2024, UU No.52/2009; Perpres 

No.140/2024, Perpres No.180/2024, Perpres No.181/2024, Perka BKKBN No. 

82/PER/B5/2011, Peraturan BKKBN No. 12/2020, Permendukbangga/Kepala 

BKKBN No. 6/2024. 

  - Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Tujuan Penggunaan Logo, 

Penggunaan Logo, serta Lampiran Peraturan ini mengatur mengenai Bentuk, 

Makna, Arti Warna, Dan Pengunaan Logo Kementerian Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

 

 CATATAN : - 
 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 

Logo BKKBN yang masih digunakan berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Logo Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku sepanjang 

belum diubah dan/diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

Perubahan dan/atau penggantian Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Logo Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlak. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. 

 


